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Book Review

Benang Merah dan Jalan Berbeda:
Pendidikan Agama Islam di Indonesia dan Malaysia

 

Dadi Darmadi

Azmil Tayeb. 2018. Islamic Education in Indonesia and Malaysia: 
Shaping Minds, Saving Souls. New York: Routledge.

Abstract: Many studies have been done to compare the similarities and 
differences of institutional systems in two or more countries, but not all of 
them succeed in describing in detail what, how and why the things being 
studied are the same or different. This very interesting book with a broad 
scope covers this challenge quite convincingly. Namely, there are common 
threads in the Islamic education system in Indonesia and Malaysia, but some 
of these factors are the reasons why the two religious education systems then 
take different paths: (1) the ideological factors that oversee it, (2) the forms 
of Islamization that create different responses to the state, and (3) the central 
government’s control of resources that influence central-regional relations. 
The author successfully presents a complex but vivid nuance of how Indonesia 
and Malaysia, which are geographically and culturally close, have eventually 
displayed different faces of Islamic education.

Keywords: Islam; Education; Indonesia; Malaysia; Southeast Asia.
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Abstrak: Banyak penelitian dilakukan guna membandingkan persamaan 
dan perbedaan suatu sistem kelembagaan di dua negara atau lebih, tapi 
tidak semuanya berhasil menggambarkan secara rinci apa, bagaimana dan di 
mana hal-hal yang dikaji itu sama atau berbeda. Buku yang sangat menarik 
dengan cakupan yang cukup luas ini menjawab tantangan tersebut dengan 
cukup meyakinkan. Yakni, ada benang merah yang sama dalam sistem 
Pendidikan Agama Islam di Indonesia dan Malaysia, tapi beberapa faktor 
ini menjadi sebab mengapa kedua sistem pendidikan agama itu kemudian 
mengambil jalan yang berbeda: (1) faktor ideologis yang mengawasinya, (2) 
bentuk Islamisasi yang berkembang di masyarakat yang berujung respon yang 
berbeda-beda terhadap negara, dan (3) kontrol sumberdaya pemerintah pusat 
yang berdampak pada hubungan pusat-daerah. Dengan penelitian lapangan 
yang dalam di beberapa kota, penulis buku ini menghadirkan nuansa yang 
kompleks namun gamblang bagaimana Indonesia dan Malaysia yang secara 
geografis dekat dan akar-akar budaya yang erat, akhirnya melahirkan wajah 
Pendidikan Agama Islam yang berbeda; yang satu relatif terdesentralisasi 
dan beragam, yang lainnya kuat, terpusat tapi terbatas secara wacana.

Kata kunci: Islam, Pendidikan, Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara. 

الملخص: لقد أجريت العديد من الدراسات الهادفة إلى مقارنة أوجه التشابه والاختلاف 
في النظام المؤسسي في بلدين أو أكثر، ولكن ليست كلها ناجحة في وصفها بشكل 
تفصيلي حول ماذا وكيف وأين تكون الأشياء التي تتم دراستها متشابهة أم مختلفة. 
وهذا الكتاب المثير للاهتمام، مع ما فيه من نطاق واسع، يقدم إجابة مقنعة عن هذه 
الأسئلة، حيث توجد قواسم مشتركة في نظام التعليم الديني الإسلامي في إندونيسيا 
مسارات  يتبع  النظامين  من  دفعت كلا  التي  العوامل  بعض  هناك  ولكن  وماليزيا، 
مختلفة، وهي: )1( العوامل الأيديولوجية التي تشرف عليها؛ و)2( أشكال الأسلمة 
السائدة التي تؤدي إلى استجابات المجتمع المختلفة تجاه الدولة؛ و)3( سيطرة الحكومة 
المركزية على الموارد، والتي لها تأثير في العلاقات بين الحكومة المركزية والإقليمية. ومن 
العديد من المدن، يقدم مؤلف هذا الكتاب فرقا  العميق في  خلال البحث الميداني 
دقيقا معقدًا وواضحا عن أوجه الاختلاف في نظامي التعليم الديني، أحدهما لامركزي 
ومتنوع  نسبيا، والآخر قوي ومركز ولكنه محدود الخطاب، هذا رغم وجود التقارب 

بين البلدين جغرافيا وثقافيا.

الكلمات المفتاحية: الإسلام، التعليم، إندونيسيا، ماليزيا، جنوب شرقي آسيا.
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Pada tahun 2008, Che Noraini Hashim dan Hasan Langgulung 
(2008, 1–19) pernah meneliti dan menyelami proses yang rumit 
dalam pengembangan kurikulum agama Islam dalam konteks 

negara-negara mayoritas Muslim, dengan fokus khusus pada Indonesia 
dan Malaysia di Asia Tenggara. Penelitian ini menegaskan pentingnya 
pendidikan dari sudut pandang Islam sebagai perjalanan seumur hidup 
yang bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada 
siswa tentang berbagai aspek pengetahuan dalam kerangka Islam.

Hashim dan Langgulung (2008) menilik sejarah reformasi 
kurikulum dalam pendidikan agama di negara-negara Arab, yang 
memberikan pengaruh pada negara-negara di Asia Tenggara. Dari situ, 
pembahasan mereka beralih ke tantangan-tantangan yang dihadapi 
dalam mereformasi kurikulum pendidikan agama di Indonesia dan 
Malaysia. Kedua penulis menjelajahi kompleksitas pengembangan 
kurikulum, memberikan wawasan tentang pendekatan unik yang 
diambil oleh masing-masing negara dan hambatan-hambatan yang 
mereka hadapi. Selain itu, keduanya mengemukakan saran-saran yang 
dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 
dari pendidikan agama Islam dan meningkatkan inisiatif reformasi 
kurikulum di negara-negara mayoritas Muslim.

Penelitian Hashim dan Langgulung menjadi sumber referensi 
berharga bagi pendidik, pembuat kebijakan, dan para akademisi yang 
ingin memahami lebih dalam lanskap pendidikan Islam di Indonesia, 
Malaysia, dan Asia Tenggara. Dengan memeriksa lintasan sejarah, 
tantangan saat ini, dan prospek masa depan pengembangan kurikulum 
dalam pendidikan agama Islam, buku ini berkontribusi pada dialog 
yang sedang berlangsung tentang reformasi pendidikan dan promosi 
nilai-nilai Islam dalam masyarakat kontemporer.

Kemudian, Charlene Tan menerbitkan sebuah buku untuk menggali 
konsep yang rumit tentang indoktrinasi dalam ranah pendidikan Islam, 
dengan fokus utama pada Indonesia (Tan 2011). Buku ini memberikan 
analisis kritis terhadap indoktrinasi, menantang persepsi umum dan 
kesalahpahaman seputar hal tersebut.

Tan memulai dengan mempertanyakan definisi indoktrinasi dan 
penerapannya dalam pendidikan Islam. Dia berargumen bahwa 
indoktrinasi terjadi ketika individu mengikuti keyakinan kontrol, yang 
mengarah pada totalisme ideologis. Melalui pemeriksaan mendalam 
terhadap lanskap pendidikan Indonesia, Tan menggambarkan bagaimana 
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kondisi yang mendukung indoktrinasi dapat muncul dan berkembang, 
dengan menyebut contoh seperti keterlibatan sekolah-sekolah Islam yang 
terkait dengan tokoh seperti Abu Bakar Ba’asyir dan organisasi militan 
seperti Jemaah Islamiyah.

Salah satu kekuatan buku karya Tan ini terletak pada eksplorasi 
strategi untuk melawan dan mencegah indoktrinasi. Tan mengusulkan 
jalur melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal untuk 
membentuk tradisi edukatif yang berakar pada pluralisme agama, 
rasionalitas yang kuat, dan otonomi. Dengan menganjurkan pendekatan 
ini, buku ini bertujuan untuk memupuk lingkungan pendidikan yang 
lebih nuansa dan inklusif di Indonesia, dengan menyoroti tradisi 
Muslim yang ada yang sejalan dengan prinsip-prinsip ini.

Dengan memadukan penyelidikan filosofis dan penelitian empiris, 
Tan menawarkan kontribusi yang tepat waktu bagi wacana tentang 
pendidikan Islam, mengatasi isu-isu kompleks dan sering kontroversial. 
Pendekatan interdisipliner Tan memperkaya pemahaman tentang 
indoktrinasi dalam konteks Indonesia, menjadikan buku ini bacaan 
penting bagi para sarjana, pendidik, dan pembuat kebijakan yang 
tertarik pada pendidikan Islam kontemporer.

Sejak itu, sejumlah penelitian lain telah dilakukan, dan di tengah-
tengah wacana dan diskusi yang menarik ini, muncul kajian yang 
lebih rinci dan mendetail. Dalam buku yang sedang kita review 
ini, “Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, 
Saving Souls” karya Azmil Tayeb, pembaca diajak untuk menjelajahi 
perbandingan yang mendalam antara pendekatan pendidikan Islam 
di Indonesia dan Malaysia (Tayeb 2018). Buku ini, yang terbit 
pada tahun 2018 sebagai bagian dari seri Routledge Contemporary 
Southeast Asia, menganalisis peran kompleks kekuasaan negara dan 
kekuatan masyarakat dalam membentuk sistem pendidikan Islam di 
kedua negara tetangga ini.

Mengenali perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dan 
Malaysia sebagai “benang merah” yang memperlihatkan jalan yang 
berbeda, buku ini memulai diskusi dengan memberikan kerangka 
pemahaman yang kokoh. Secara umum, pendidikan Islam di Indonesia 
digambarkan sebagai terdesentralisasi dan beragam secara diskursif, 
sedangkan di Malaysia, sistemnya cenderung terpusat dan terbatas secara 
diskursif. Tayeb menyambungkan perbedaan ini dengan keberhasilan 
negara pasca-kolonial di Malaysia dalam mengkonsolidasikan kontrol 



Pendidikan Agama Islam di Indonesia dan Malaysia   181

DOI: 10.15408/sdi.v27i1.15232Studia Islamika, Vol. 27, No. 1, 2020

atas pendidikan Islam melalui pendekatan ortodoks yang lebih restriktif, 
yang bertujuan untuk mengukuhkan kekuasaan negara.

Dalam analisisnya, Tayeb menyoroti bahwa sifat pendidikan Islam 
di kedua negara sangat dipengaruhi oleh orientasi ideologis lembaga 
negara, pola islamisasi masyarakat, dan kontrol sumber daya oleh 
pemerintah pusat. Faktor-faktor ini, menurutnya, berkontribusi pada 
sentralisasi di Malaysia dan desentralisasi relatif di Indonesia. Penulis 
menggunakan pendekatan komparatif yang terkait dengan kerangka 
teoretis relasi negara-dalam-masyarakat dan institusionalisme historis 
untuk memperkuat analisisnya.

Melalui buku ini, Tayeb secara seksama menjelajahi bagaimana 
sistem pendidikan ini tidak hanya mencerminkan dinamika kekuasaan 
negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk legitimasi politik dan 
kontrol sosial. Ia membahas perkembangan historis sistem ini, dampak 
warisan kolonial, serta tantangan kontemporer yang dihadapi oleh 
masing-masing negara dalam mengelola pendidikan agama di tengah 
kompleksitas masyarakat yang beragam.

Benang Merah

Buku yang sangat menarik dari Azmil Tayeb ini menyoroti peranan 
penting pendidikan Islam dalam membentuk dan mempertahankan 
legitimasi negara. Dengan rangkaian pertanyaan kritis yang dihadirkan, 
buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kompleksitas hubungan 
antara negara dan Islam dalam konteks kedua negara tersebut.

Pertanyaan utama yang mendorong pembahasan dalam buku 
ini menggali sejauh mana negara-negara Indonesia dan Malaysia 
memanfaatkan pendidikan Islam untuk mencapai tujuan politik 
mereka. Tiga aspek krusial yang dibahas meliputi sejauh mana upaya 
ini dilakukan, bagaimana keterlibatan negara dalam proses tersebut, 
dan sejauh mana keberhasilan upaya-upaya ini.

Menurut Tayeb, negara cenderung mengontrol pendidikan Islam 
ketika Islam dianggap sebagai kekuatan sosial-politik yang berpotensi 
mendukung atau mengancam legitimasi negara. Ketika penindasan 
langsung terhadap oposisi Islam tidak cukup, negara berusaha 
memenangkan hati dan pikiran melalui upaya-upaya ideologis. Upaya 
pemusatan seperti standarisasi kurikulum dan buku teks, pelatihan 
guru yang terpusat, serta kontrol atas sertifikasi dan penempatan guru 
menjadi bagian dari strategi negara dalam mencapai tujuan ini.
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Buku ini dengan tajam menyoroti perpaduan antara negara 
dan otoritas agama dalam menetapkan nilai-nilai ortodoks yang 
ditanamkan melalui kurikulum pendidikan Islam. Tayeb mengungkap 
bagaimana hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi negara, tetapi 
juga menghilangkan interpretasi-agama yang berpotensi menyaingi 
atau menciptakan hegemoni ideologis yang kuat.

Meskipun membahas isu yang kompleks, buku ini menghadirkan 
analisis yang mendalam dan penuh dengan data yang mendukung. 
Namun, pembaca diingatkan bahwa pandangan yang disajikan 
mungkin terpengaruh oleh sudut pandang penulis, dan penting untuk 
mempertimbangkan perspektif alternatif dalam memahami dinamika 
pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia.

Secara keseluruhan, buku yang mengupas system pendidikan 
Islam di Indonesia dan Malaysia ini adalah kontribusi penting dalam 
memahami peran pendidikan Islam dalam konteks politik dan sosial 
kedua negara. Buku ini akan menjadi bacaan yang berharga bagi siapa 
pun yang tertarik dalam studi agama, politik, dan pendidikan di Asia 
Tenggara.

Jalan Berbeda? 

Buku ini dimulai dengan sebuah catatan etnografis yang sangat 
menarik, menggambarkan pengalaman penulis di sebuah sekolah di 
Kalimantan Selatan. Catatan tersebut menjadi landasan bagi penulis 
untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang 
penggunaan pendidikan Islam dalam upaya meningkatkan legitimasi 
negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia.

Melalui analisis yang cermat terhadap sistem pendidikan Islam di 
kedua negara, penulis menyelidiki bagaimana pemerintah menggunakan 
sistem ini untuk memperkuat hegemoni mereka. Penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa kombinasi pengaruh ideologis ortodoks Islam 
negara dan kecenderungan sentralisasi pemerintah telah menyempitkan 
ruang diskursif pendidikan Islam di Malaysia.

Namun, kontras dengan situasi di Malaysia, di Indonesia, sekolah-
sekolah Islam menikmati otonomi yang lebih luas, sementara nilai-nilai 
heterogen dari masyarakat Islam yang lebih terbuka membawa pada 
keberagaman diskursif dalam pendidikan Islam. Hal ini menjadi salah 
satu misteri yang ingin dipecahkan oleh penulis dalam buku ini.

Penulis mengidentifikasi tiga perbedaan utama antara pendidikan 
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Islam di Indonesia dan Malaysia yang membantu menjelaskan 
perbedaan tersebut. Pertama, perbandingan jumlah sekolah Islam 
antara Indonesia dan Malaysia sangat mencolok. Meskipun Indonesia 
memiliki populasi Muslim yang lebih besar, jumlah sekolah Islam di 
negara ini jauh melampaui Malaysia. Data terakhir menunjukkan 
bahwa terdapat 47.221 sekolah dasar dan menengah Islam formal di 
Indonesia, tersebar di berbagai kepulauan (sekitar satu sekolah untuk 
setiap 4.387 Muslim). Sementara itu, Malaysia hanya memiliki 1.804 
sekolah Islam dalam sistem pendidikan nasionalnya, dengan konsentrasi 
yang tinggi di Semenanjung Malaysia (sekitar satu sekolah untuk setiap 
9.616 Muslim).

Di Indonesia, jumlah sekolah Islam yang besar, ditambah dengan 
keragaman geografis dan budaya yang khas, serta keterbatasan anggaran, 
menciptakan tantangan logistik dan keuangan bagi pemerintah pusat di 
Jakarta dalam menerapkan kurikulum pendidikan Islam yang seragam 
dan memastikan ketaatan dari kantor dan sekolah pendidikan lokal.

Di sisi lain, Malaysia menghadapi situasi yang berbeda. Meskipun 
jumlah sekolah Islam lebih sedikit, anggaran pendidikan Islam yang 
lebih besar, yang dikelola oleh kementerian yang khusus membidangi 
hal tersebut, memungkinkan pemerintah untuk memperkuat kontrol 
terhadap sekolah-sekolah Islam yang sebelumnya lebih otonom.

Kedua, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kepemilikan dan 
pengelolaan sekolah Islam antara Indonesia dan Malaysia. Sebagian 
besar sekolah Islam di Indonesia dimiliki dan dikelola secara privat 
(swasta), sementara di Malaysia, sebagian besar berada di bawah 
yurisdiksi pemerintah, dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan atau 
Dewan Islam Negara (Majlis Agama Islam Negeri). 

Status swasta memberikan kebebasan operasional bagi sekolah-
sekolah Islam di Indonesia, karena mereka tidak sepenuhnya 
bergantung pada pendanaan dari Kementerian Agama. Namun, seperti 
yang diperlihatkan di bab-bab selanjutnya buku ini, otonomi ini juga 
memiliki konsekuensi yang signifikan, karena seringkali sekolah-
sekolah tersebut kesulitan mengelola sumber daya dengan efektif.

Di sisi lain, status publik (negeri) sekolah-sekolah Islam di Malaysia 
memungkinkan pengelolaan yang lebih terkoordinasi oleh otoritas 
pusat, baik Departemen Pendidikan maupun Dewan Islam Negara. Ini 
mencakup aspek-aspek seperti kurikulum, sertifikasi dan pengangkatan 
guru, pemilihan buku teks, serta proses evaluasi. 
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Singkatnya, baik di bawah kementerian maupun otoritas agama negara, 
standar pendidikan Islam cenderung ditetapkan dengan lebih konsisten, 
meskipun dengan kecenderungan menuju sentralisasi oleh kementerian. 

Ketiga, terdapat tingkat koherensi kelembagaan yang lebih tinggi 
di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia dalam hal operasional 
dan tujuan pendidikan. Meskipun konstitusi Malaysia menjamin 
kewenangan sultan dan Majlis Agama Islam Negeri untuk mengelola 
urusan Islam, termasuk sekolah-sekolah Islam di bawah yurisdiksinya, 
kenyataannya adalah pendidikan Islam di Malaysia sangat dipengaruhi 
oleh pemerintah federal di Putrajaya. 

Meskipun terkadang terjadi perbedaan politik, institusi-institusi 
negara, baik di tingkat horizontal (seperti Kementerian Pendidikan 
dan JAKIM) maupun vertikal (seperti Majlis Agama Islam Negeri), 
umumnya bekerja secara bersinergi, terutama dalam hal penetapan 
kurikulum, pengawasan sekolah, pelatihan dan penempatan guru, serta 
sejumlah masalah operasional lainnya.

Di sisi lain, di Indonesia, terdapat sejarah perselisihan antara 
Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
terutama dalam hal sifat keseluruhan dan arah masa depan pendidikan 
Islam, terutama yang terkait dengan konsep “pendidikan satu atap”. 
Undang-undang desentralisasi tahun 1999 semakin memperdalam 
jurang antara kedua institusi ini. Peran yang dimainkan oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kantor lokal mereka, semakin 
memperumit gambaran ini. 

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya koherensi kelembagaan di 
dalam dan di antara lembaga-lembaga negara yang mengawasi sekolah-
sekolah Islam di Indonesia membuatnya jauh lebih sulit bagi negara 
untuk menanamkan cap ideologisnya pada sistem pendidikan Islam 
secara keseluruhan. Di Malaysia, sebaliknya, negara relatif bersatu dan 
efektif dalam membentuk pendidikan Islam.

Saya lebih tertarik melihat pertanyaan penelitian lanjutan yang 
diajukan buku ini. Azmil Tayeb melontarkan pertanyaan krusial ini: 
mengapa negara Malaysia lebih berhasil dalam menjalankan kontrol 
terpusat atas pendidikan Islam daripada negara Indonesia? Penulis 
menyatakan bahwa keberhasilan Malaysia dalam mengkonsolidasikan 
kendali terhadap pendidikan Islam dipengaruhi oleh kemampuan 
negara untuk meminimalkan pengaruh dan tarikan sentrifugal dari 
masyarakat Muslim secara umum.
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Secara spesifik, negara Malaysia telah berhasil meraih kendali atas 
sekolah-sekolah Islam dan kurikulum pendidikan Islam dengan sedikit 
resistensi dari kelompok-kelompok Islam yang berseberangan. Di sisi 
lain, negara Indonesia belum mampu sepenuhnya memusatkan kendali 
atas pendidikan Islam, bahkan selama periode sentralistik rezim Orde 
Baru (1966-1998). Terdapat tiga faktor kunci yang mempengaruhi 
ketahanan dan kemampuan negara untuk beradaptasi dengan masyarakat 
Muslim dalam usaha menegakkan prerogatif pendidikan Islamnya: 
pertama, susunan ideologis dari lembaga-lembaga negara; kedua, pola 
Islamisasi dalam masyarakat yang menuntut respons yang berbeda dari 
negara; dan ketiga, kontrol atas sumber daya oleh pemerintah pusat yang 
memengaruhi interaksi antara pusat dan daerah pinggirannya.

Negara dan Sistem Pendidikan Agama

Salah satu poin kuat buku ini adalah analisis perbandingan yang 
terperinci tentang bagaimana kedua negara menggunakan pendidikan 
Islam untuk mencapai tujuan mereka. Di Indonesia, pendekatan 
yang lebih terdesentralisasi memungkinkan variasi dalam pendidikan 
Islam, sejalan dengan keberagaman populasi Muslim dan penafsiran 
Islam yang beragam. Di sisi lain, pendekatan terpusat di Malaysia 
mencerminkan kontrol yang lebih ketat dari negara, mencerminkan 
keseragaman interpretasi Islam yang dipimpin oleh pemerintah.

Dari analisis ini, Tayeb memunculkan pertanyaan inti buku ini. 
Pertama, mengapa negara Indonesia dan Malaysia memanfaatkan 
pendidikan Islam? Pertanyaan ini membuka bab-bab awal buku 
ini, yang kemudian diteliti lebih dalam dengan pertanyaan khusus: 
bagaimana negara-negara tersebut menggunakan pendidikan Islam 
untuk tujuan politik mereka? Seberapa berhasil upaya tersebut?

Fungsionalisasi dalam konteks ini merujuk pada penggunaan pen-
didikan Islam oleh negara untuk menyebarluaskan dan memperkuat 
ideologi tertentu dalam masyarakat guna mempertahankan legitimasi 
dan kekuasaan negara. Pendidikan Islam dapat difungsionalisasikan 
melalui kontrol terpusat atas sekolah, kurikulum, pelatihan guru, 
konten dan buku teks, serta penunjukan guru. Buku ini bertujuan 
untuk menjelaskan perbedaan pendekatan Indonesia dan Malaysia dalam 
fungsionalisasi pendidikan Islam, mengungkap bagaimana negara 
memanfaatkan pendidikan Islam dalam konteks yang berbeda untuk 
mencapai tujuan politik tertentu.
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Tayeb mengajukan argumen bahwa negara memanfaatkan dan 
mengontrol pendidikan Islam ketika Islam, dalam bentuk sosio-
politiknya, bisa menjadi sumber legitimasi atau ancaman terhadap 
negara. Negara cenderung memanfaatkan pendidikan Islam ketika 
Islam dianggap sebagai kekuatan sosio-politik yang potensial, yang 
juga bisa dimanfaatkan oleh negara. Jika tindakan represif tidak 
cukup untuk mengatasi oposisi Islam terhadap legitimasi negara, 
maka upaya ideologis menjadi penting bagi negara. Negara berusaha 
untuk mengendalikan pendidikan Islam melalui sentralisasi, termasuk 
standarisasi kurikulum dan buku teks, pelatihan guru, ujian nasional, 
dan penunjukan kepala sekolah.

Tayeb menyoroti penggunaan pendidikan Islam oleh negara-negara 
mayoritas Muslim untuk mempertahankan legitimasi mereka. Dengan 
menganalisis sistem pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia, 
Tayeb membahas berbagai strategi yang diterapkan oleh kedua negara 
tersebut untuk mengatasi hegemoni. Penelitiannya menunjukkan 
bahwa kombinasi ideologi negara dan kecenderungan sentralisasi 
menjelaskan keterbatasan pendidikan Islam di Malaysia, sementara 
otonomi sekolah dan keberagaman nilai di Indonesia memberikan 
penjelasan atas diskursi yang lebih terbuka di negara tersebut.

Negara dan Masyarakat

Dengan analisis yang mendalam, Azmil Tayeb menghadirkan 
kontribusi teoritis yang penting dalam membahas peran hegemoni 
ideologis dalam mempertahankan rezim, di mana pembentukan 
sistem pendidikan menjadi instrumen strategis dalam mencapai 
tujuan tersebut. Tayeb secara kritis membandingkan gagasan-gagasan 
normatif negara dengan praktik sehari-hari, terutama dalam konteks 
pengendalian nilai-nilai ideologis melalui pendidikan nasional. Diskusi 
ini membawa pembaca ke pengantar konsep “negara dalam masyarakat” 
yang dikemukakan oleh Joel Migdal (2010) dalam karyanya, “State in 
Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute 
One Another”.

Tayeb membangun argumennya dari premis bahwa negara 
menggunakan pendidikan massal untuk menanamkan nilai-nilai 
ideologis kepada masyarakat, sesuai dengan kerangka konseptual yang 
diajukan oleh Migdal. Dia menyoroti kompleksitas interaksi antara 
negara dan masyarakat dalam membentuk hegemoni ideologis, serta 
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menunjukkan upaya negara untuk meminimalkan pengaruh sosial yang 
mungkin mengancam hegemoni tersebut, khususnya dalam konteks 
pengendalian pendidikan Islam di Malaysia.

Dengan menerima bahwa negara dan masyarakat secara 
saling bertransformasi, Tayeb mengidentifikasi faktor-faktor yang 
memungkinkan negara untuk memproyeksikan hegemoni ideologisnya 
melalui sentralisasi kendali atas sistem pendidikan Islam. Faktor-
faktor ini mencakup ideologi lembaga-lembaga negara, pola Islamisasi 
masyarakat, dan penguasaan sumber daya oleh pemerintah pusat, yang 
semuanya memengaruhi dinamika pendidikan Islam di Indonesia dan 
Malaysia.

Melalui pendekatan yang mengacu pada institusionalisme sejarah 
komparatif dan konsepsi Migdalian tentang “negara dalam masyarakat”, 
buku ini memberikan penjelasan analitis tentang perbedaan sistem 
pendidikan Islam di kedua negara tersebut. Di Malaysia, Tayeb 
menyoroti koherensi ideologis lembaga-lembaga negara yang mengelola 
pendidikan Islam, sementara di Indonesia, fragmentasi ideologis 
menghambat upaya sentralisasi oleh pemerintah pusat. Akibatnya, 
pendidikan Islam di Malaysia lebih tersentralisasi dan terbatas secara 
diskursif, sementara di Indonesia, lebih terdesentralisasi dan beragam.

Buku ini juga menyajikan tiga studi kasus dari kedua negara tersebut, 
yang memberikan ilustrasi konkret tentang penerapan faktor-faktor 
yang mempengaruhi sistem pendidikan Islam. Melalui analisis ini, 
pembaca dapat memahami perbedaan dalam pendekatan pendidikan 
Islam di berbagai konteks sosial, serta dampaknya terhadap dinamika 
politik dan sosial di Indonesia dan Malaysia.

Azmil Tayeb menggali perbedaan fundamental dalam pendidikan 
Islam di dua negara tetangga, membawa kita ke dalam serangkaian 
analisis mendalam tentang faktor-faktor yang membentuk landasan 
ideologis dan praktis dari pendidikan agama di kedua negara tersebut.

Buku ini membedah beragam tantangan yang dihadapi dalam 
menyelenggarakan pendidikan Islam, mulai dari resistensi intra-
institusional hingga kesesuaian ideologis di antara lembaga-lembaga 
negara yang mengelola pendidikan Islam. 

Tayeb menyoroti perbedaan signifikan dalam tingkat koherensi 
ideologis antara Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, ada tingkat 
tinggi kesesuaian ideologis, bahkan di tingkat lokal, di mana tradisi 
dan kekhasan budaya tetap berpengaruh. Melalui studi kasus yang 
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menarik tentang pendidikan Islam di Kelantan dan Sarawak, Tayeb 
memperlihatkan bahwa agen pendidikan lokal di negara bagian percaya 
bahwa partisipasi besar pemerintah federal di Putrajaya adalah kunci 
untuk meningkatkan kondisi pendidikan Islam secara lokal.

Di Indonesia, sebaliknya, keadaan lebih terfragmentasi dan sering 
kali penuh konflik. Ketidaksesuaian ideologis dan institusional ini 
menghambat upaya negara untuk mengonsolidasikan kontrol atas 
sistem pendidikan Islam. Studi kasus tentang Aceh dan Nusa Tenggara 
Timur menggambarkan dengan jelas kelemahan ini, sementara diskusi 
tentang sistem pendidikan satu atap dan pendanaan untuk pendidikan 
Islam memberikan pemahaman yang lebih dalam.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan, menurut Tayeb, adalah pola 
islamisasi sosial yang berbeda di Indonesia dan Malaysia. Pada akhir 
tahun 1970-an, kedua negara ini mengalami gelombang kebangkitan 
Islam, namun dampaknya sangat berbeda. Di Indonesia, semangat 
tinggi Islam politik yang melanda dunia Muslim tidak menimbulkan 
urgensi yang sama. Rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto 
tidak dihadapkan pada ancaman serius dari kekuatan Islam politik 
domestik yang dapat mengganggu stabilitas kekuasaannya. Sebaliknya, 
rezim ini lebih memilih untuk menggunakan Islam sebagai alat untuk 
menyeimbangkan tantangan dari faksi-faksi nasionalis dalam militer.

Di Malaysia, kebangkitan Islam pada periode yang sama memicu 
pertumbuhan gerakan masyarakat sipil Islam yang vokal dan menantang 
legitimasi negara sekuler dari sudut pandang Islam. Namun, rezim 
Mahathir Mohamad memilih pendekatan yang berbeda dengan 
mengislamkan negara, mengkooptasi gerakan masyarakat sipil Islam, 
dan secara aktif terlibat dalam ranah publik yang didorong oleh agama. 
Hal ini memungkinkan negara untuk membangun kredibilitas Islam 
dalam kepemimpinannya.

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang semi-resmi dan memiliki ruang lingkup kewenangan yang 
terbatas, di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) secara 
resmi dipercayakan sebagai pendorong utama upaya Islamisasi negara 
sejak awal tahun 1980-an. JAKIM memiliki kekuatan yang signifikan 
dalam hal keputusan yang berkaitan dengan Islam.

Secara singkat, dinamika islamisasi di Malaysia menghasilkan 
ancaman yang lebih nyata terhadap legitimasi negara, sehingga memicu 
respons negara untuk membentuk wacana publik yang mendukungnya, 
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termasuk dengan memperkuat kontrol atas sistem pendidikan Islam 
yang pada saat itu terdesentralisasi.

Tidak muncul ancaman serupa di Indonesia, sehingga dorongan 
untuk merevitalisasi wacana Islam tidak mendapat perhatian yang 
serupa. Faktor ketiga yang berkontribusi terhadap kemampuan negara 
untuk membatasi tekanan dan pengaruh dari aktor sosial Muslim, 
sambil meningkatkan kontrol terhadap sistem pendidikan Islam, adalah 
kapasitas untuk mengalokasikan sumber daya ke sekolah-sekolah Islam 
yang menghadapi kesulitan keuangan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, lembaga-lembaga negara 
yang bertanggung jawab atas pendidikan Islam di Malaysia, seperti 
Departemen Pendidikan dan JAKIM, telah dilengkapi dengan sumber 
daya yang memadai dibandingkan dengan mitra mereka di Indonesia. 
Keunggulan sumber daya ini memungkinkan pemerintah pusat 
di Malaysia untuk mengatasi sistem federal yang, dalam teorinya, 
memberikan sekolah-sekolah otonomi dengan beberapa tingkat 
kebebasan.

Sebaliknya, undang-undang desentralisasi tahun 1999 di Indonesia 
telah memperumit upaya pemerintah pusat di Jakarta untuk 
mendistribusikan lebih banyak sumber daya ke sekolah-sekolah Islam. 
Hal ini menyebabkan melemahnya posisi pemerintah pusat dalam 
menghadapi sistem pendidikan Islam. Permasalahan distribusi sumber 
daya dalam dimensi federal/desentralisasi sistem pendidikan Islam di 
Indonesia dan Malaysia dibahas secara lengkap dalam Bab 3 dan 4.

Secara singkat, kontrol dan distribusi sumber daya memiliki dampak 
signifikan terhadap dinamika hubungan pusat-negara, yang pada 
akhirnya menentukan tingkat kontrol yang dimiliki negara terhadap 
pendidikan Islam di kedua negara tersebut.

Beberapa Catatan Penting

Buku ini berhasil menyoroti perbedaan yang signifikan dalam 
orientasi ideologis lembaga negara di Malaysia dan Indonesia dalam 
ranah pendidikan Islam, khususnya setelah munculnya gelombang 
Islamisasi pada akhir tahun 1970-an. Dibandingkan dengan 
Indonesia, negara bagian di Malaysia telah secara konsisten melakukan 
upaya selama empat dekade terakhir untuk menanamkan nilai-nilai 
Islam konservatif dalam lembaga-lembaganya. Hal ini tercermin 
dalam Kebijakan 1985 tentang Penanaman Nilai-Nilai Islam dalam 
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Administrasi, yang menunjukkan komitmen jangka panjang negara 
dalam menghadirkan identitas Islam dalam struktur administratifnya.

Sementara itu, di Indonesia, buku ini menyimpulkan bahwa negara 
belum melaksanakan upaya serupa dalam mengislamkan lembaganya, 
meskipun mengalami gelombang kebangkitan Islam yang serupa pada 
akhir tahun 1970-an. Islam tidak pernah menjadi sumber legitimasi 
negara yang signifikan di Indonesia, sehingga tidak ada insentif 
mendesak bagi negara untuk menggunakan agama sebagai alat politik. 
Dalam ranah pendidikan Islam, dua lembaga pengawas negara, yaitu 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, 
sering kali memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat dan arah 
pendidikan Islam secara keseluruhan di Indonesia.

Selain itu, buku ini menggambarkan bahwa peran Islam di Malaysia 
jauh lebih sentral dalam mempertahankan rezim dibandingkan dengan 
Indonesia. Perbedaan ini sebagian besar dipengaruhi oleh konteks politik 
yang unik di kedua negara pada saat itu: di Malaysia, gelombang Islamisasi 
terjadi dalam kerangka sistem semi-demokrasi yang berorientasi elektoral, 
sementara di Indonesia, rezim Orde Baru berkuasa dengan otoritarianisme 
yang kurang memperhatikan oposisi politik dan opini publik.

Terakhir, buku ini menyoroti bahwa meskipun religiusitas tumbuh 
dalam masyarakat Muslim Indonesia sejak akhir 1980-an, tidak ada 
gerakan politik Islam yang signifikan yang muncul sebagai ancaman 
bagi rezim Orde Baru. Oleh karena itu, rezim tersebut tidak merasa 
perlu untuk mengendalikan wacana Islam untuk mempertahankan 
legitimasinya. Meskipun Presiden Soeharto terlibat dalam urusan 
Islam pada akhir 1980-an, hal tersebut lebih sebagai respons terhadap 
ancaman yang dihadapi oleh faksi nasionalis di dalam militer. Dengan 
demikian, walaupun cenderung sentralistis, rezim Orde Baru tidak 
melihat perlunya mengkonsolidasikan kontrol atas sistem pendidikan 
Islam sebagai alat untuk membentuk wacana yang mendukungnya.

Meskipun membahas isu yang kompleks, buku ini mampu 
menyajikan analisis yang tajam dan penuh dengan data yang 
mendukung. Namun, kita sebaiknya tetap melihat lebih lanjut sudut 
pandang penulis dengan melihat data-data empiris yang lebih mutakhir, 
yang mungkin mempengaruhi kebijakan dan dinamika pendidikan 
Islam di Indonesia dan Malaysia.

Secara keseluruhan, buku Azmil Tayeb ini adalah kontribusi yang 
berharga dalam memahami kompleksitas dan perbedaan dalam pendidikan 
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Islam di Indonesia dan Malaysia. Buku ini akan sangat bermanfaat bagi 
mereka yang tertarik dalam studi agama, politik, dan pendidikan di 
wilayah Asia Tenggara.
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Romanization, please refer the transliteration system of the Library of 
Congress (LC) Guidelines.
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